
 
 

 
 
 

WALI KOTA CIREBON 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN WALI KOTA CIREBON 

NOMOR 14 TAHUN 2019 

 

TENTANG 

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI WALI KOTA 

KEPADA CAMAT  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA CIREBON, 
 

Menimbang 

 

: a. bahwa Pelimpahan Sebagian Urusan Wali Kota Cirebon 

Kepada Camat dan Lurah telah ditetapkan dengan 

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 36 Tahun 2011, 

dalam perkembangannya terdapat arah kebijakan, 

program dan kegiatan yang perlu penyempurnaan untuk 

lebih meningkatkan efektifitas pelayanan kepada 

masyarakat dan  penguatan peran kewilayahan; 

  b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya 

harmonisasi, stabilitasi, efektifitas serta menjamin 

partisipasi masyarakat guna memperkuat 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon 

sehingga regulasi aturan mengenai pelimpahan sebagian 

urusan Pemerintahan dari Wali Kota kepada Camat perlu 

disesuaikan dengan dinamika perkembangan 

pengaturannya; 

c. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pelimpahan 

sebagian Urusan Pemerintahan dari Wali Kota kepada 

Camat; 
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Mengingat 

 

: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan 

Negara Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana telah 

dubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 

tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor16 dan 17 

Tahun 1950 (Republik Indonesia dahuu) tentang 

Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di 

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan  

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia     

Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6205); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;   

  9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang 

Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon 

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 

Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon   

Nomor 69); 

  10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon            

Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Nomor 70); 

11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E); 

  12. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 67 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Struktur, Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah           

Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 67); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN 

URUSAN PEMERINTAHAN DARI WALI KOTA KEPADA CAMAT. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Di dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon. 

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

menyelenggarakan pelaksanaan unsur Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota  

dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan  

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 

Cirebon. 

6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Cirebon. 

7. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk 

untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas 

Camat. 

8. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kota Cirebon. 

9. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kota Cirebon. 

10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Presiden yang 

pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan 

penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, 

melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan 

masyarakat. 

11. Pelimpahan Urusan adalah penyerahan sebagian urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Daerah Kota kepada Camat. 
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12. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan adalah 

Penyerahan sebagian urusan pemerintahan  wajib dan 

sebagian urusan pemerintahan pilihan dari Wali Kota 

kepada Camat di Kota Cirebon. 

13. Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur kinerja 

pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah  

Kota Cirebon. 

14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana 

belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana 

pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

15. Evaluasi adalah penilaian terhadap Kecamatan dalam 

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang 

dilimpahkan Wali Kota kepada Camat. 

16. Pengawasan adalah pengawasan secara teknis dan 

administratif yang dilakukan oleh Perangkat Daerah 

terhadap urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari 

Wali Kota kepada Camat. 

17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar 

pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, 

bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, 

supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi 

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan  

Kecamatan. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal  2 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah 

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sebagian urusan 

pemerintahan yang dilimpahkan dari Wali Kota kepada 

Camat. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah 

untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 


